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PTHAK KESATU, prHAK KEDUA seranrutnya secara bersama-s4na drsebur sebaqai PARA
PIHAK' sepakar membuat pe0aniian Keqasama tenang peraksfnaan penceqa-han oan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran Gerap Nafiotika dan piekursor di
Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas ll B Sintang, dengan ketentuan sebasai
benkut

l

Dengan rnemperhatikan perAuran perundang-undsngan sebagEi bFrikut :

1

2

3

4

Undang-Undang Nomo, 12 tahun 1995 tentang pernGyarakatan

Undang- Undang Nofiror 5 tahun 1997 tentang psikotroplka 
i

Undang-Undang Nornor 35 tahun 2OO9 tentang Nartotika.
lnstruk$ Presldan Nomor 2 tahun 2O2O tentang Rencana Aksi

Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran Getap

Narkotrka Tahun 2020-2024

Nasional Pencegahan dan

Narkotika dan Prekusor

BAB I

KETENTUAII UIUT
Pesal I

Delam Pe0anjian Keqa Sama ini yang dimaksud dengan :

A. Narkotrka *aleh Zet atau obat yang berasal dari tanaman ataj bukan tanaman, baik

sinlelis maupun semisintetts. yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

kesedaran, hilangnya rasa, mengurangt sampat menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

rnenlmbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan{olongan

s€bagE mana tertampir delam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tenlang Narkotika.

B Prekursor Narkotika addah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapal

digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaiman tertampir dalam Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentarE Narkotika.

C. Rehabil(asi Narkotika adatah serangkaEn pros€s Rehabitrtasi terpadu yang mencakup

Rehabilitasi medis dan Rehabilitasa sos6l bagi Tahanan, Narapidana, Anak Didik

Pemasyarakalan dan layanan Bascarehabilitasr begi Klien pemasyarakatan dalam

rangka pemulihan fisik dan mental pada kondisi sebelumnya bagi penyal€hgunaan

dan/atau p€candu Narkofika untuk pullh, produldf dan berfungsi sosial di Masyarakat.

D. Ass€smen adalah tindakan penilaian unluk merlge{ahui seluruh kondisi klien akjbat

p€nyalahgunaan Nerkotika yang meliputi aspek rnedis dan aspek sosial.

E. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk

melakukan pembinaan lerhadap Naraprilana di lndonesia.



A

B

Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi pARA PIHAK dalam

rangka pelaksanaan Pencegahan, Pemberdayan Masyarakat, Rehabilitasi dan

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Cielap Narkotia dan prekursor

Narkotika di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas ll B Sintang.

Tujuan Perjajian KeIa Sama ini adalah:

(1) Sebagai bentuk sinergitas PARA PIHAK dalam rangka mendukung program

pemenntahan sebagai Upaya Pencegahan, pemberdayaan Mayarakat, Rehabilitasi

dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan pemasyarakatan.

(2) Mengintensifikasi Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi dan

Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan prekursor

Narkotjka dalam rangka mevyujudkan Lembaga Pemasyarakatan Kehs ll B Sintang

yang bersih dari Peredran Gelap Narkotika dan prekursor Narkotika serta

pemulihan bagi pecandu dat korban penyalahgunaan Narkoba.

BAB III

RUANG LIilGKUP

Pasel 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

A. Pehksanaan Diseminasi lnformasa baik dalam dalam bentuk sosidisasi tatap muka,

media cetak, maupun eletronik;

F. Rumah Tahanan yang selaniutnya dis€but RUTAN ac,alah tempat tersangka atau
terdakwe ditahan selama proses penyelidikan, penuntutan dalam pemeriksaan disidang
pengadilan c,i lndonesia.

G. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk

melaksanakan bimbingan Klien pemasyarakatan.

H Badan Narkotika Nasional Kabupaten sintang yang setanjutnya disingkat BNN

Kabupaten sintang adarah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang

melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah
Kabupaten Sintang.

BAB II

ilAKSUD OAN TUJUAN

Pasal 2



B. Pelaksanaan Program Rehabilitasi Narkotika bagi warga Brnaan pemasyarakatan pada

Lembaga Pemasyarakatan Kelas ll B Sintang,

C. Pembentukan Lapas Berslnar:

D. Pelaksanaan Deteksi Dini untuk Warga Binaan Lapas:

E. Tindakan-tindakan tain yang retah disepakati oteh PARA PIHAK sebagai upaya

Pencegahan. Pemberdayaan Mayarakat, Rehabrrrtasa dan pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan prekursor Narkotika di Lingkungan
Lembaga Pemasyarakatan Kelas ll I Sintang.

BAB IV

DUGAAN PEI{GEI{DALIAN NARKOBA

DARI DALAI' LE"BAGA PETIASYARAKATAI{ KELAS II B SINTANG

Pasal 4

Dalam hal pengembangan kasus yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasaonal Kabupaten

Sintang terhadap dugaan Pengendalian Peredaran Narkotika dari dalam Lembaga

Pemasyarakalan Kelas ll B Sintang:

A. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupalen Sintang dapal secara langsung

mendalangi Lembaga Pemasyarakatan Ketas ll B Santang sebagai tempat kejadian

perkara;

B. Kepala Badan Narkotika Naslonal Kabupaten sintang dapat berkomunikasi baik secara

formal maupun informasi (SMS. WhatsApp, dan sebagainya) untuk menghubungi

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas ll B Sintang.

c. Terkart dengan kepentingannya dalam mengamankan warga Binaan pernasyarakatan

yang diduga melakukan pengendalian berikut barang bukli. guna segera mendapatkan

tanggapan:

D. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas ll B Sintang berkeryajiban mendukung dan

membantu Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sintang dalam kegiatan

perEungkapan kasus pada kesempatan pertama;

E. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas ll B Sintang rnemfasilitasi kelancaran

kemudahan dan kecepalan proses mengamankan warga binaan pemasyarakatan yang

diduga melakukan pengendalian benkut barang bukti.

F Hasil pengungkapan kasus dbkspos bersama sebagar hasil kerja sama Lembaga

Pemasyarakatan Kelas ll B Sintang dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten

Sintang;

G. Oalam keadaan perlu dan sangat mendesak. lerhadap kepenttngan administrasi dapat

disusulkan kemudaan, dan



H. Dalam upaya kepentngan pengungkapan kasus di lingkungan Lembaga
Pemasyarakatan Keras fl B sintang. PARA PIHAK dapar membawa/menggunakan

fa$ldas aau alat penunjang yang damalki guna optimallsasr peraksanaan pengungkapan

peredaran gelap narkotika.

BAB V

PELAKSAilAAT{

Pasal 5

A Pelaksanaan Program Rehabalitasi Narkotika bagi warga Binaan pemasyarakatan dalam

kerra sama ini apabila dtpedukan dapat dittndakhnjuti dengan penyusunan rencana

kegiaan (action phn) yang merupakan bagian yang tk ak terpisahkan dari perjanjian

Kerja Sama ini

B Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pda ayat ( I ) memuat antara lain waktu.

kegiatan, lokast. peserta. b€ya dan penanggungiawab

C Lembaga Pemasyarakatan Kelas ll B Sintang sebagai tempat pelaksanaan program

Rehabrlrtasi Narkotika bagr warga Binaan Pemasyarakatan.

D PARA PIHAX sepakat melakukan koordrnasr dan sinkronrsasi dengan instansi lerkait

dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan Program Rehaulitasi Narkotika

bagi warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas ll B Sintang.

BAB VI

TUGAS DAT{ TANGGUilG JAWAB

Pasal 6

A Tugas dan Tangqung Jawab PIHAK PERTAIIA:

(1) Menetapkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas ll B Sintang yang rnenjadi tempat

pelaksanaan Program Rehabilitasa Narkotika bagi warga banaan pemasyarakalan;

(2)Menyiapkan data dan calon pes€rta yang akan diikutsertakan dalam program

Rehabrlitasi,

(3)Menyaapkan fasilitas tempal pelaksanaan Program Rehabilitasi Narkotika yang

memenuhi standar mlnimum.

(4)Menyiapkan petugas yang akan dibenkan penguatan kemampuan dalam Program

Rehabilitasi, dan

( 5) Men aga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan .

B Tugas dan Tanggung Jewab PIHAK KEDUA:

( 1 ) Menyiapkan narasumber;

(2) MenyEpkan materi:



(3)Mendukung pelaksanaan Program Rehabilitasi Narkotika bagi warga Binaan
Pemasyarakatan; dan

(4)Baga warga binaan pemasyarakatan apatila dipedukan dapar dihkukan asesmen dan
konseling.

BAB VII

PETBIAYAAI{

Pasal 7

Biaya yang timbul akibat petaksanaan dari peqanjian Ke4a sama ini dibebankan pada

anggaran masing+nasing pihak secara poporsional.

BAB V]II

TONITORIXG DAN EVALUASI

Pasal 8

Monitoring dan evaluasi dilaksanal€n oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya setiap I (satu)

tahun sekali atau sewaktu-rvaktu sesuai kebutuhan.

AAB IX

JAI{GKA WAKTU, ATEITDEMEN DAN PENGAKHIRAN

Pasal 9

A. Pe4anjian Keqa Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (du€) tahun terhitung sgak
tanggal ditandalangani :

B. Peqanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan

kesepakatan PARA PIHAK.

(1)Pengakhiran Perjanihn Keda Sama tidak mempengaruhi kegiatan yang telah dimulaa

sebelum ditenmanya pembentahuan yang disebutkan pada ayat (3) di atas;

(2)Apabila Peqanjian Ke0a Sama ini akan diperpanjang maka harus ada pemberitahuan

dari pihak satu kepada pihak laannya paling tambat 3 (tiga) buhn sebelum

berakhimya Nota Kesepahaman.

BAB X

PENYELESAIAi{ PERSELISIIIAN

Passl l0
Apabila terradi perbedaan p€nafsiran atau perselisihan yang trmbul akibal dari pelaksanaan

Perjanjian Kerla Sama ini PARA PIHAK sepakat untuk rnenyelesaikannya secara

musyawarah untuk mutakat.



BA8 XI

KETEilTUAT LAIN.LAIN

Pasal 1 I

HaFhal yang belum daatur dalam Nota Kesepahaman rni akan dlatur berdasarkan

kesepakatan PARA PIHAK dan d uangkan secara tertulis dalam suatu perubahan

(addendum\ yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB XII

PEl{UTUP

Pasal 12

Perjanjian Kerla Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tenggal, bulan dan tahun

sebagaamana disebulkan pada awal Nota Kes€pahaman tni, dalam rangkap 2 (dua)

bermalerai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang s.rma setelah

dilandatangani PARA PIHAK Perlaniian Keoa Sama inr dabuat dengan semangat kerja

sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAX

PIHAK XESATU. KEOUA,

OTIKA T{ASIONAL KEP ARAKATAN

TANG,

Il
TTMP

ATr, SH. Xt.H SYE A.MD.IP. SH. M.H
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